
 
 
 

LURAH SIDOLUHUR  

KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN KALURAHAN SIDOLUHUR 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

LURAH SIDOLUHUR, 

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan 

pembangunan Kalurahan dapat berjalan 

dengan efektif, efisien, terarah dan tepat 

sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik 

dalam bidang penyelenggaraan pemerintah

 Kalurahan, pelaksanaan pembangunan

 Kalurahan, pembinan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat, maka 

diperlukan Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 

2022; 

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 

Peraturan Kalurahan tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Kalurahan Sidoluhur 

Tahun 2022. 

 
Mengingat 

 
: 

 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Daerah Istimewa 



Yogyakarata (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang- Undang Tahun 1950 Nomor  

12,13,14  dan  15 dari Hal Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengan/Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakata (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

7 Tahun 2021 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 961); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 



Dana Desa 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 

Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun 2020 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 

Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2021 – 2026; 

18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 

25.2); 

19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 11.3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 

11.3); 

20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2019 

tentang Program Percepatan Penanggulangan 

Balita Stunting di Kabupaten Sleman; 

21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan 

Besarnya Tunjangan Badan Permusyawaratan 

Desa; 

22. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021 



tentang Percepatan Penanggulangan Stunting 

Terintegrasi; 

23. Keputusan Bupati Sleman Nomor 14.1 / 

Kep.KDH/A/2021 Tentang Kalurahan Lokasi 

Fokus Prioritas Penanggulangan Stunting Tahun 

2021 dan Tahun 2022; 

24. Peraturan Desa Sidoluhur Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Lembaran Desa Sidoluhur Tahun 2018 

Nomor 4); 

25. Peraturan Kalurahan Sidoluhur Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah       

Kalurahan        Tahun       2021-2026 

(Lembaran   Kalurahan   Sidoluhur   Tahun   

2021 Nomor 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOLUHUR 

dan 

LURAH SIDOLUHUR 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SIDOLUHUR TENTANG 

RENCANA   KERJA   PEMERINTAH KALURAHAN 

TAHUN 2022 
 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa 

Padukuhan yang mempunyai batas- batas wilayah tertentu 

dan harta kekayaan sendiri. 

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong 

Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Kalurahan. 

4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya 

disingkat BPKal adalah BPKal Sidoluhur 

5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya 

disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 

mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan 

masyarakat. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya 

disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan Kalurahan. 

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 



anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

8. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

9. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki 

Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan alurahan, pelaksanaan Pembangunan 

Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa  

masyarakat,  hak  asal  usul  dan adat istiadat Kalurahan. 

10. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal 

adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang 

selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah 

antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 

pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APBKal, 

swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD. 

12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan 

disepakati bersama BPKal. 

13. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Kalurahan. 

14. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses 

tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kalurahan dengan melibatkan BPKal dan unsur masyarakat 

secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan Kalurahan. 

15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 

pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang 



dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan 

sosial. 

16. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Kalurahan. 

17. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian 

dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif 

masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait 

yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta 

dinamika masyarakat Kalurahan. 

18. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh  mengenai  

potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 

manusia,  sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana 

fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, 

selanjutnya disingkat RPJMKal adalah Rencana Kegiatan 

Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun. 

20. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat 

RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

21. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

DU-RKP adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian 

dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah 

Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan 

Daerah.  

22. Visi adalah rumusan umum  mengenai  keadaan  yang  

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 



akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

25. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil 

oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan. 

26. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 

badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa 

guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi 

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

 

BAB II 

RKP KALURAHAN 
 

Pasal 2 

(1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJMKal. 

(2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 

untuk Tahun 2022 

(3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas. 

(4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 

melalui Musrenbangkal. 

 
Pasal 3 

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 
Pasal 4 

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh 

pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan 

yang dituangkan dalam APBKal. 

RKP Kalurahan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi 

Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022 

Pasal 5 



Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan model 

pemberdayaan masyarakat oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum 

Musyawarah Kalurahan. 

Pasal 6 

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal: 

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sleman. 

Pasal 7 

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan 

disepakati bersama dengan BPKal dalam Musrenbang Kalurahan dan 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. 

 
BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 8 

(1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan. 

(2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan. 
 

BAB IV KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

(1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah. 

Pasal  10 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Kalurahan Sidoluhur. 



Ditetapkan di Sidoluhur 

Pada tanggal 19 Oktober 2021 

LURAH SIDOLUHUR 

 

 

 

HERNAWAN ZUDANTO 

Diundangkan di Sidoluhur  

Pada tanggal 19 Oktober 2021 

CARIK SIDOLUHUR 

 

 

 

FAJAR NUGROHO 

LEMBARAN KALURAHAN SIDOLUHUR TAHUN 2021 NOMOR 3 
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LAMPIRAN  

PERATURAN KALURAHAN SIDOLUHUR 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib 

menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Daerah Kabupaten.  

Perencanaan Pembangunan Kalurahan lebih lanjut diatur 

dalam Peraturan Bupati Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sidoluhur yang 

selanjutnya disebut RKPKalurahan merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 

(RPJMKal) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat 

rencana penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kalurahan, 

bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, bidang 

pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan 

masyarakat Kalurahan, dan penanggulangan bencana darurat 

dan mendesak hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 

tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Kalurahan dan atau 

hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta 

adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

atau Pemerintah Kabupaten. 

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan 

Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan 

dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat 

gotong royong. RKPKalurahan merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai 

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi 

pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar 

penusunan APBKalurahan tahun anggaran bersangkutan. 

Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tantangan yang 
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muncul adalah pencegahan dan penanganan bencala alam 

berupa pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi desain 

perencanaan pembangunan Kalurahan. Kebutuhan-

kebutuhan penanggulangan bencana yang bersifat darurat 

dan mendesak mempengaruhi tata kala perencanaan 

pembanguna Kalurahan. 

Selain pencegahan serta penanganan di atas, pemulihan 

ekonomi dan sosial dampak pandemi Covid-19 menjadi 

prioritas dalam perencanaan pembangunan kalurahan. 

Rancangan RKP Kalurahan Sidoluhur Tahun 2022 ini 

disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati 

oleh Pemerintah Kalurahan, BPKal, LKK dan masyarakat 

dalam Musrembangkal, dan selanjutnya setelah disidangkan 

dengan BPKal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. 

Penetapan peraturan tersebut selanjutnya diundangkan 

dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik 

 

B. Dasar Hukum  

RKP Kalurahan Sidoluhur Tahun 2022 disusun dengan 

berlandaskan kepada : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarata (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 

1950 Nomor  12,13,14  dan  15 dari Hal Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengan / 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakata (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 
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12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

961); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2026; 

18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun 2019 Nomor 25.2); 

19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11.3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 

Nomor 11.3); 

20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2019 tentang 

Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting di 

Kabupaten Sleman; 

21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 

tentang Biaya Operasional dan Besarnya Tunjangan Badan 
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Permusyawaratan Desa; 

22. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi; 

23. Keputusan Bupati Sleman Nomor 14.1 / Kep.KDH/A/2021 

Tentang Kalurahan Lokasi Fokus Prioritas Penanggulangan 

Stunting Tahun 2021 dan Tahun 2022; 

24. Peraturan Desa Sidoluhur Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran 

Desa Sidoluhur Tahun 2018 Nomor 4); 

25. Peraturan Kalurahan Sidoluhur Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah        

Kalurahan        Tahun       2021 - 2026 ( Lembaran   

Kalurahan   Sidoluhur   Tahun   2021 Nomor 1 ). 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan (RKP- Kalurahan) ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

a. Menjabarkan RPJMKal dalam perencanaan untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

b. Sebagai dasar untuk menetapkan rancangan kerangka 

ekonomi, program, kegiatan prioritas dan kerangka 

pendanaan. 

c. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 

d. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan 

pembangunan di Kalurahan. 

e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

(APBKalurahan). 

2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan (RKP-Kalurahan) ini mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

a. Menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan 

di Kalurahan Sidoluhur maupun antar Kalurahan. 
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b. Sebagai pedoman dalam mengatasi permasalahan 

kemiskinan di Kalurahan. 

c. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan. 

d. Sebagai petunjuk arah kegiatan pembangunan tahunan 

di Kalurahan. 

e. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang 

dipadukan dengan program pembangunan supra 

Kalurahan. 

f. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari 

masyarakat. 

 

D. Proses Penyusunan 

Mekanisme penyusunan RKPKalurahan Sidoluhur Tahun 

Anggaran 2022 dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan 

Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan 

RKPKalurahan dengan melaksanakan kegiatan : 

mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; 

Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM 

Kalurahan; dan Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan 

jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil 

kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan 

dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah 

Kalurahan menyusun rancangan RKPKalurahan dan daftar 

usulan RKPKalurahan  

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKalurahan untuk 

mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan 

program/kegiatan masuk ke Kalurahan; Pencermatan 

ulang dokumen RPJMKal; Penyusunan rancangan 

RKPKalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar 

usulan RKPKalurahan. 

3. Tim penyusun RKPKalurahan melakukan pencermatan 

terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan 

Program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah 

memperoleh data dan informasi dari Pemerintah 

Kabupaten. 

4. Tim Penyusun RKPKalurahan mencermati ulang dokumen 
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RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas 

usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 

1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan. 

5. Tim Penyusun RKPKalurahan menyusun Rancangan 

RKPKalurahan dengan berpedoman kepada : Hasil 

kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif desa; 

Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana Kegiatan 

Pemerintah; pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; 

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD 

Kabupaten; hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; 

Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil 

kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. 

Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana 

kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan 

RKP Kalurahan. Tim penyusun RKPKalurahan 

menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil 

penyusunan rancangan RKPKalurahan yang dilampiri 

dokumen rancangan RKPKalurahan dan rancangan daftar 

usulan RKPKalurahan. 

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati 

rancangan RKPKalurahan yang diikuti oleh Pemerintah 

Kalurahan, BPKal, dan unsur masyarkat. Rancangan 

RKPKalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran 

dari rancangan Peraturan Kalurahan tentang 

RKPKalurahan. 

7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKalurahan 

dikosultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk 

mendapat masukan. 

8. Lurah menyampakan Rancangan Peraturan Kalurahan 

tentang RKPKalurahan kepada BPD untuk dibahas dan 

disepakati bersama. 

9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tantang 

RKPKalurahan. 
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E. Sistematika 

Sistematika penyusunan RKP sesuai dengan Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kalurahan dan  Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan. 

RKP Kalurahan Sidoluhur Tahun 2022 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Dasar Hukum 

C. Tujuan dan Manfaat 

D. Proses Penyusunan 

E. Sistematika 

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN 

A. Visi – Misi Lurah 

B. Profil Kalurahan 

C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan 

D. Kebijakan Belanja Kalurahan 

E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan 

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP 

Kalurahan Sidoluhur Tahun 2021. 

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan. 

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan 

Pemba- ngunan Daerah. 

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 

TENTANG RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN  

PEMBANGUNAN DESA 

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa 

Tahun Anggaran 2022. 

B. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul. 

C. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa. 

D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 

Anggaran 2023. 

E. Kebijakan Keuangan Desa. 
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BAB V PENUTUP 
 
 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN 
 

A. Visi dan Misi 

1. Visi 

“ Terwujudnya Pembangunan Kalurahan Sidoluhur Secara 

Merata, Tertata, dan Sejahtera untuk Menuju  Masyarakat  

Yang  Mandiri, Cerdas dan Berbudaya ” 

2. Misi 

a. Meningkatkan Pembangunan dan Tatakelola 

Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. 

b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan 

Baik dan Responsif. 

c. Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Budaya, Adat 

Istiadat dan Tradisi Lokal Kalurahan. 

d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 

yang Berkualitas dan Proposional. 

e. Menjaga Kerukunan Antar Masyarakat Kalurahan Agar 

Tercipta Rasa Aman, Nyaman dan Tentram. 

f. Meningkatkan Badan Usaha Milik Kalurahan 

(BUMKalurahan) Agar Lebih Berkembang Dan Menjadi 

Potensi Usaha Ekonomi Kerakyatan Kalurahan Untuk 

Menyejahterakan Masyarakat Serta Menanggulangi 

Kemiskinan. 

 
 
B. Profil Kalurahan 

1. Kondisi Demografis 

Secara administratif Kalurahan Sidoluhur merupakan 

salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Godean, 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Wilayah Kalurahan Sidoluhur memiliki batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kalurahan Margoluwih dan Sidoagung  

Sebelah Selatan : Kalurahan Sumbersari 

          Sebelah Barat       : Kalurahan Sidorejo  

          Sebelah Timur : Kalurahan Sidoagung 
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Jumlah Penduduk : 10.512 Jiwa 

 Laki – laki : 5.218 Jiwa 

 Perempuan : 5.294 Jiwa 

Jumlah Kepala Keluarga : 3.767 KK 

2. Kondisi Sosial 

a. Perilaku hidup bersih 

 Kesadaran warga masyarakat untuk membuang 

sampah pada tempatnya diwujudkan dalam 

berlangganan pengambilan sampah kolektif melaui 

BUMKal LUHUR SEJAHTERA. 

 Pemantauan jentik berkala dan Pemberantasan 

sarang nyamuk 

 Program satu rumah satu jumantik 

b. Keamanan dan ketertiban masyarakat 

1) Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat 

 Sosial (pertanahan, perceraian, 

perkelahian, pencurian) 

 Politik (berbeda dalam berpendapat) 

2) Kelembagaan sistem keamanan lingkungan 

 Satlinmas 

 Poskamling 

 Relawan 

c. Kedaulatan politik masyarakat 

Masyarakat diikutkan dalam peran serta 

pembangunan politik sehingga dalam pengambilan 

kebijakan tidak didominasi oleh kelompok masyarakat 

tertentu. 

3. Kondisi Ekonomi 

a. Potensi Unggulan Kalurahan 

Kegiatan ekonomi Kalurahan selama ini masih 

didominasi oleh sektor pertanian, industri dan jasa 

karena masih menjadi lahan mata pencaharian 

masyarakat. Namun demikian belum seutuhnya 

membuahkan hasil yang optimal disebabkan masih 

rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana 

penunjang. 
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b. Pertumbuhan Ekonomi Kalurahan 

Pertumbuhan ekonomi Kalurahan masih didominasi 

sektor industri selain mengolah hasil pertanian 

masyarakat ada juga yang memlihara ternah ayam, itik, 

sapi, kambing dan perikanan. 

C. Kebijakan Pendapantan Kalurahan 

Pendapatan Kalurahan, meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan 

disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan 

tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan 

berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli 

Kalurahan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian 

Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten, 

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. 

Asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 

yaitu sebesar Rp 3.260.102.022,- (Tiga miliyar dua ratus enam 

puluh juta seratus dua ribu dua puluh dua rupiah) dan 

bersumber dari : 

 
 Pendapatan Asli Kalurahan  Rp    250.000.000,- 

 Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp    469.128.187,- 

 Dana Desa Rp 1.234.321.000,- 

 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1.106.652.835,- 

 Bantuan Keuangan APBD Propinsi. Rp      60.000.000,- 

 Bantuan Keuangan APBD Kab. Rp    130.000.000,- 

 Pendapatan lain-lain Rp      10.000.000,- 
 

D. Kebijakan Belanja Kalurahan 

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi 

semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan 

kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. 
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Adapun besarnya belanja Kalurahan disesuaikan UU No. 

6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa bahwa : 

Minimal 70% untuk :  

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk 

belanja operasional  

2. Pemerintahan Desa dan insentif rukun  tetangga dan 

rukun warga 

3. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 

4. Pembinaan Masyarakat Kalurahan 

5. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 

Maksimal 30% untuk :  

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, 

sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan 

2. Tunjangan dan operasional Badan  Permusyawaratan 

Desa 

 

E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan 

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 

2022 Pemerintah Kalurahan Sidoluhur menganggarkan untuk 

Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan 

(BUMKalurahan) sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima 

puluh juta rupiah) sehingga dalam penyusunan 

APBKalurahan akan diikuti dengan Peraturan Kalurahan 

tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan 

(BUMKalurahan). 
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BAB III 

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 
 

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPKalurahan Tahun Sebelumnya 

Evaluasi menjadi salah satu elemen penting dalam 

pengelolaan atau manajemen Pemerintahan Kalurahan. 

Output atau keluaran dari evaluasi dapat menjadi masukan 

dan bahan pertimbangan pengelolaan selanjutnya. 

Pemerintahan Kalurahan tidak terlepas dari pengelolaan 

keuangan Kalurahan. Keuangan Kalurahan merupakan 

sesuatu yang harus dilaksanakan terkait hak dan kewajiban 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan  hak dan 

kewajiban Kalurahan tersebut. 

Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keselurahan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Agar 

pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan 

keberpihakam kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai 

peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. 

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai 

amanah peraturan perundang undangan yang berlaku, salah 

satunya Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan 

mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan Rill 

masyarakat, setiap tahun Pemerintah Kalurahan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan 

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan (APBKalurahan) secara partisipatif dan transparan 

dengan proses penyusunannya dimulai dari musyawarah 

tingkat padukuhan dan dilanjutkan musyawarah tingkat 

Kalurahan, kemudian ditetapkan oleh Lurah dan BPKal 

sebagai Peraturan Kalurahan. APBKalurahan didalamnya 
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memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember tahun bersangkutan. 

Hasil evaluasi sesuai dengan 5 bidang yang ada dalam 

APBKalurahan mencakup : 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berdasarkan dokumen RKPKalurahan Tahun Anggaran 

2021, dari 33 kegiatan yang tercantum dalam Bidang 

Pemerintahan, 30 masuk dalam APBKalurahan Tahun 

Anggaran 2021. Total anggaran Bidang Pemerintahan di 

RKPKalurahan sebanyak Rp 2.368.353.375,- sedangkan di 

APBKalurahan sebanyak Rp.2.032.245.716,-.  

2. Bidang Pembangunan 

Berdasarkan dokumen RKPKalurahan Tahun Anggaran 

2021, dari 25 kegiatan yang tercantum dalam Bidang 

Pembangunan, 18 masuk dalam APBKalurahan Tahun 

Anggaran 2021. Total anggaran Bidang Pembangunan di 

RKPKalurahan sebanyak Rp. 2.210.252.000,- sedangkan 

di APBKalurahana sebanyak Rp. 1.139.376.000,-.  

3. Bidang Pembinaan 

Berdasarkan dokumen RKPKalurahan Tahun Anggaran 

2021, dari 18 kegiatan yang tercantum dalam Bidang 

Pembinaan 16 masuk dalam APBKalurahan Tahun 

Anggaran 2021. Total anggaran Bidang Pembinaan di 

RKPKalurahan sebanyak Rp.592.216.300,- sedangkan di 

APBKalurahan sebanyak Rp.460.561.000,-.  

4. Bidang Pemberdayaan 

Berdasarkan dokumen RKPKalurahan Tahun Anggaran 

2021, dari 19 kegiatan yang tercantum dalam Bidang 

Pemberdayaan, 13 masuk dalam APBKalurahana Tahun 

Anggaran 2021. Total anggaran Bidang Pemberdayaan di 

RKPKalurahan sebanyak Rp.354.056.500,- sedangkan di 

APBKalurahana sebanyak Rp. 241.355.000,-.  

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Daruat, dan Mendesak 

Berdasarkan dokumen RKPKalurahan Tahun Anggaran 

2021, dari 3 kegiatan yang tercantum dalam Bidang 

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak, 3 
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masuk dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2021. Total 

anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan 

Mendesak di RKPKalurahan sebanyak Rp.106.500.000,- 

sedangkan di APBKalurahan sebanyak Rp. 174.530.000,- 

Beberapa kegiatan tidak masuk dalam APBKal Sidoluhur 

Tahun 2021 dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak 

menjadi prioritas kegiatan. 

 
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan 

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Sidoluhur Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah 

Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Sidoluhur 

Tahun 2021 Nomor 1) tentang Dokumen RPJMKal Tahun 

2021-2026 prioritas masalah yang harus dilaksanakan 

meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :  

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

 Pemenuhan Operasional Pemerintah Kalurahan  

 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah 

Kalurahan  

 Pelayanan dan Informasi kepada masyarakat 

 Pengangkatan dan pemberhentian Pamong 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

 Pendidikan 

 Kesehatan 

 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 Kawasan Pemukiman 

 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 

 Energi dan Sumber Daya Mineral 

 Pariwisata 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

 Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan 

Masyarakat 

 Kebudayaan Dan Keagamaan 

 Kepemudaan dan Olah Raga 

 Kelembagaan Masyarakat 
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4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Kelautan dan Perikanan 

 Pertanian dan Peternakan 

 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 

 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

keluarga 

 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Dukungan Penanaman Modal 

 Perdagangan dan Perindustrian 

5. Bidang Tak Terduga 

 Penanggulangan Bencana 
 

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan 

Pembangunan Daerah 

Prioritas Kebijakan pembangunan daerah tetap sejurus 

dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan 

pandemi Covid dan pemulihan sosial ekonomi dampak 

pandemi pula. 

Permasalahan yang telah diidentifikasi adalah bergesernya 

berbagai kegiatan Pemerintah Kalurahan Sidoluhur yang 

tidak terlaksana ditahun ini akibat prioritas program 

pencegahan serta penanggulangan bencana atau pandemi 

Covid-19. 

Pergeseran ini membuat Pemerintah Kalurahan Sidoluhur 

perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat akibat 

penundaan program-program di atas. Hal ini juga berimbas pada 

tata kala perencanaan yang berubah menyesuaikan kebutuhan 

masyarakat. 
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BAB IV 

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 
 

A. Prioritas Program 

Prioritas program telah dibahas bersama masyarakat 

melalui forum seperti Musyawarah Kalurahan dan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan. 

Prioritas ini disesuaikan pula dengan berbagai kebijakan 

pusat sampai daerah. Sebagai contoh, penyusunan RKP 

Tahun 2022 juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 

Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2022. 

Prioritas lain adalah program di Tahun 2021 yang tidak 

terlaksana karena realokasi anggaran penanganan Covid-19. 

Sebanyak 28 program atau kegiatan telah disepakati dalam 

musyawarah untuk dicantumkan kembali dalam dokumen 

perencanaan Kalurahan Tahun 2022. Masyarakat juga telah 

diberikan edukasi sehingga mereka paham bila usulan 

kegiatan padukuhan tertunda akibat pandemi. 

Pada tahun 2022, kegiatan-kegiatan pemulihan sosial 

ekonomi dampak Pandemi Covid-19 menjadi salah satu 

prioritas rencana kerja Pemerintah Kalurahan Sidoluhur. Hal 

ini selaras dengan program Pemerintah Pusat dan Daerah 

yang juga masih terfokus pada penanganan pandemi 

tersebut. Arah pemulihan di atas termasuk pada 

pembangungan akses ekonomi dan pemulihan sosial 

masyarakat serta berbagai program pemberdayaan untuk 

meningkatkan produktivitas, perilaku hidup bersih dan sehat 

serta kemungkinan lain yang bersifat mendadak sesuai 

dengan kebutuhan penanganan pandemi di masyarakat. 

 
B. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan 

Terlampir dalam RKP ini. 
 

C. Pelaksana Tugas 

Pelaksana tugas adalah Pamong Kalurahan dibantu oleh 
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berbagai lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan 

Kalurahan. Rincian pelaksana teknis untuk setiap program 

RKP tercantum dalam lampiran RKP ini. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara 

partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada 

monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan 

pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan 

ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala 

seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak 

memadai. 

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 

yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan 

riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala 

Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu dengan 

akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat 

Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan 

APBKalurahan seluruhnya bisa teranggarkan secara 

proporsional. 

 
Ditetapkan di : Sidoluhur 

Pada tanggal : 19 Oktober 2021 

  
Lurah Sidoluhur 
 
 
 
 
HERNAWAN ZUDANTO 

 




















































































